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GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BINGKAI
NILAI LOKAL SEBUAH STUDY BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL
POLITIK DI KABUPATEN WAJO

Oleh: Indar Arifin
ABSTRAK

Good Governance, adalah merupakan wujud konsekuensi terjadinya
perubahan sosial politik global (globalisasi) pada dekade akhir abad ke 20. Tuntutan
globalisasi inheren dengan tuntutan demokratisasi di seluruh aspek kehidupan
manusia dalam berbangsa dan bernegara. Terhadap aspek berpemerintahan Good
Governance menjadi konsep sandaran pemerintah dalam penciptaan masyarakat
yang lebih demokratis. Istilah demokratis dimaknai sebagai penciptaan keikutsertaan
masyarakat didalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian
program pembangunan, dan pelayanan publik.

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip
pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam
birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya
pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni
proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan
dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh
elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan
demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya.
Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan
seperti Indonesia.

Pemahaman keikutsertaan masyarakat daerah di dalam berbagai program
pelaksanaan pembangunan daerah, memberi petunjuk bahwa masyarakat tidak lagi
hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga dituntut untuk menjadi subyek
pembangunan. Konsekuensi logisnya adalah memahami asal usul kehadiran
masyarakat itu sendiri di dalam lingkungan/daerahnya. Oleh Smith (1985) hal ini
dimaknai sebagai perwujudan pemerintah melalui pendekatan local government
(pemerintahan lokal). Pemerintahan lokal adalah merupakan pilihan yang terbaik
dalam melaksanakan kehendak rakyat. Penggalian nilai lokal akan menjadi spirit
keutamaan pemerintah untuk memaknai Good Governance tanpa harus tebongkar
dari dari nilai-nilai keutamaannya.

GOOD GOVERNANCE

DALAM men/women in nation, state, city,etc”

KERANGKA KONSEP

Istilah Governance diturunkan
dari istilah pemerintah (government)
dalam bahasa Inggris disebut The
authoritative direction and

administration of the affairs of

atau dalam bahasa Indonesia berarti
“pengarahan dan administrasi yang
berwewenang atas kegiatan orang-
orang dalam sebuah Negara, Negara
bagian, kota dan sebagainya”.
Sedangkan istilah “kepemerintahan”
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atau dalam bahasa Inggris
“Governance” yaitu “the act, manner
of governing”, berarti tindakan, fakta,
pola dan kegiatan atau
penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian Governance adalah
suatu rangkaian kegiatan (proses)
interaksi sosial politik pemerintahan

dengan masyarakat dalam berbagai

bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan
intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan tersebut

(Kooiman, 1993).
United Nations Development

Programme (UNDP) mengajukan 9

(Sembilan) Good

Governance antara lain;

karakteristik

(1) Participation (setiap warga negara

mempunyai suara dalam

pembuatan keputusan, baik
secara langsung, maupun melalui
institusi

intermediasi legitimasi

yang mewakili kepentingannya,

yang dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan
berbicara  serta  berpartisipasi

secara konstruktif.

(2) Rule of law, (kerangka hukum
harus adil dan dilaksanakan tanpa
pandang bulu, terutama hukum

untuk azasi manusia)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Transparency, (transparansi
dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi secara langsung

dapat diterima oleh mereka yang

membutuhkan informasi harus
dapat dipahami dan dapat
dimonitor)

Responsiveness (lembaga-

lembaga dan proses-proses harus
mencoba untuk melayani setiap
stakeholders”
Consensus Orientation (Good
Governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan-pilihan terbaik
bagi kepentingan yang lebih luas,
baik dalam hal kebijakan-kebijakan
maupun dalam hal prosedur-
prosedur).

Equity (semua warga Negara, baik

laki-laki maupun perempuan
mempunyai kesempatan untuk
meningkatkan  atau menjaga
kesejahteraan mereka).

Effectiveness and efficiency,
(proses-proses dan lembaga-
lembaga sebaik mungkin

menghasilkan sesuai dengan apa

yang
menggunakan

digariskan dengan
sumber-sumber

yang tersedia)
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(8) Accountability (para  pembuat
keputusan dalam pemerintahan,
sector swasta dan masyarakat
(civil society) bertanggung jawab
kepada public dan lembaga-
lembaga “stakeholders”.

Akuntabilitas ini tergantung pada

organisasi dan sifat keputusan

yang dibuat, apakah keputusan
tersebut untuk kepentingan
internal atau eksternal organisasi).

(9) Strategic vision (para pemimpin
dan publik harus mempunyai
perspektif Good Governance dan
pengembangan manusia yang
luas dan jauh kedepan sejalan
dengan apa yang diperlukan
untuk pembangunan).

Keseluruhan karakteristik atau
prinsip tersebut saling memperkuat
dan saling terkait dan tidak dapat
berdiri sendiri, meskipun ada berbagai
pendapat yang menafsirkan bahwa
diantara kesembilan prinsip, ada
unsur utama, misalnya akuntabilitas,
transparansi, keterbukaan, dan aturan
hukum (Soedarmayanti; 2004) dan
Bhata (Nisjar: 1997). Atau memiliki
tiga unsur utama saja yakni
akuntabilitas, responsibilities  dan
responsivitas (Islami;1998). Bahkan
hanya satu unsur keutamaan yakni

akuntabilitas publik (Dwivedi; 1989).

KONSEP MASYARAKAT
PARTISIPATIF

Konsep pembangunan
masyarakat partisipatif, pada

prinsipnya tidak jauh dari konsep
pembangunan itu sendiri, yakni
dimaknai sesuai dengan nilai yang
akan dicapai dalam penggunaannya.
Pemaknaan pembangunan
masyarakat sesungguhnya tidak jauh
dari pemahaman tentang perbaikan
kondisi hidup masyarakat menurut
Roup (1953) suatu metode atau upaya
untuk mengubah keadaan dari yang
kurang dikehendaki menjadi keadaan
yang lebih baik.

Meskipun  penekanan ada
pada bagaimana mengarahkan hidup
masyarakat menjadi lebih baik sesuai
yang diinginkan, akan tetapi tetap saja
bahwa penggunaan istilah partisipasi
selalu merujuk pada nilai-nilai tertentu
sesuai konteksnya. Misalnya saja ada
yang menekankan pada kondisi sosial
masyarakat (karena baru saja
mengalami tekanan penjajahan), atau
juga menekankan pada kondisi
ekonomi masyarakat, kebudayaan
masyarakat, juga politik masyarakat.
pendek kata bahwa istilah Ini sangat
mengikuti kondisi di mana digunakan,
dan dalam kondisi apa
masyarakatnya.
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Menurut Batten (1960), bahwa
pembangunan  masyarakat yang
dimaksudkan adalah sebuah proses
yang melibatkan masyarakat untuk
merumuskan  kebutuhannya serta
merencanakan usaha pemenuhannya,
dan juga melaksanakan sebaik-
baiknya. Intinya adalah  bahwa
partisipasi  dapat  menumbuhkan
kemampuan masyarakat (melalui
mekanisme bottom-up) agar
masyarakat dapat berkembang secara
mandiri. Partisipasi dapat dimaknai
sebagai keluaran dari proses stimulasi
atau motivasi melalui lembaga-
lembaga yang biasanya tumbuh di
masyarakat pedesaan.

Lembaga-lembaga yang ada
dipedesaan memegang peranan yang
penting dan harus diberi kesempatan
untuk memberdayakan dirinya.
Penelitian Uphoff (1982), menyebut-
nya sebagai organisasi lokal (local
government), yang memiliki tiga fungsi
yakni, (1) membantu mengembangkan
komunikasi  timbal balik antara
berbagai pihak, (2) sebagai sarana
untuk menggerakkan dan mendorong
perubahan perilaku, (3) memudahkan
fasilitas

pemberian pelayanan

administrasi  kepada masyarakat.

Organisasi ini tumbuh dari bawah
(grassroots organization), yang tidak
dikendalikan oleh pihak Iluar, dan
pengembangannya didasari  oleh

learning process bagi semua pihak.

TUDANG SIPULUNG, NILAI LOKAL
MASYARAKAT WAJO MENUJU
GOOD GOVERNANCE

Tudang Sipulung menurut Perda
No. 11 tahun 2004 Tentang
Pembangunan Partisipatif adalah
suatu pertemuan masyarakat sebelum
Musbangdes (Musrenbang desa)
dalam rangka memecahkan suatu
permasalahan dan atau membicara-
kan langkah-langkah yang akan
dilakukan  meliputi  perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan serta
pelestarian pembangunan.

Sebelum lahir Perda
Pembangunan Partisipatif,
masyarakat Wajo sudah melakukan
proses partisipasi ini, khususnya
dalam lingkup  kerjanya  yakni
pertanian. Contoh “Manre Sipulung”
atau makan bersama dan“Tudang
Sipulung” atau duduk bersama,
sebagai salah satu bentuk partisipasi
masyarakat lokal didalam
pengambilan keputusan di bidang

pertanian. Manre Sipulung ataupun
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Tudang Sipulung sudah merupakan
tradisi pertanian yang melekat dalam
kehidupan para petani di Wajo.
Meskipun Tudang Sipulung telah
menjadi bagian hidup orang-orang
Wajo dalam setiap pengambilan
keputusan sejak dahulu kala, namun
diakui bahwa belum ditemukan asal
asul dari Tudang Sipulung tersebut.
Akan tetapi dari Lontara Sukkuna
Wajo (LSW) dapat ditemui bahwa
Tudang Sipulung selalu tercermin
lewat adanya rembuk kata bersama
rakyat dalam setiap pengambilan
keputusan raja (Arung Matoa). Istilah
Tudang Sipulung tidak terlepas dari
rembuk bersama. Apapun istilahnya
dari rembuk bersama ini adalah
merupakan hasil warisan sejarah yang
sangat berharga untuk dilestarikan
bagi kalangan orang Wajo, yang
nilainya tak lain adalah musyawarah
dan mufakat.
Idealnya  Tudang  Sipulung
seharusnya merupakan proses yang
mengawali pengambilan keputusan
pemerintah yang partisipatif. Tudang
Sipulung seharusnya menjadi tradisi
yang melekat di kalangan orang-orang
Wajo sekaligus sebagai wadah untuk

menyalurkan  seluruh  keinginan-

keinginannya terhadap pemerintahan.
Proses ini sangat sederhana, semi
formal atau bahkan tidak formal,
dalam artian tidak ada ketentuan
aturan ketat, proses menyalurkan
keinginan sangat alami, dan
penggunaan bahasa bebas sesuai
kemampuan bahasa.

Tudang Sipulung adalah dari
istilah Tudang Sipulung-pulung (duduk
bersama-sama), atau biasa juga di
sebut tudang sipatangngareng (duduk
bermusyawarah) dan lain-lain istilah
yang biasanya berlaku umum untuk
daerah bugis (orang bugis) di
Sulawesi Selatan khususnya, yang
mengandalkan lahan pertaniannya
(daerah pertanian). Inti dari istilah ini
adalah duduk

membicarakan masalah pertanian dan

bermusyawarah

memutuskan yang terbaik setelah
dirembukkan bersama-sama. Adapun
nilai yang sangat menonjol dalam
musyawarah ini adalah kekeluargaan
dan gotong royong.
Meskipun  Tudang  Sipulung
dianggap sebagai model partisipasi
yang sederhana di dalam
pengambilan keputusan untuk semua
kegiatan pembangunan di tingkat lokal

sebelum Musbangdes, akan tetapi
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model ini kurang diminati oleh semua
warga masyarakat yang bukan petani.
Terlihat bahwa di dalam proses ini
hanya sebagian kecil masyarakat
yang terlibat. Bahkan istilah Tudang
Sipulung hanya dikenal baik dan
diminati, serta diimplementasikan

pada masyarakat petani saja.

Khususnya pada beberapa
desa/kelurahan, tidak semua
masyarakat mengenal Tudang

Sipulung, Kkegiatan ini umumnya
hanya dikenal pada masyarakat
pertanian yang ada di desa dan
memiliki tipe pencarian pertanian,
sedangkan yang dibicarakan tentu
saja masalah-masalah yang
berhubungan  dengan  pertanian,
misalnya pola penanaman,
pembagian air, pola penjualan dan
lain sebagainya yang terkait dengan
pertanian.

Keadaan ini terbukti, karena
hampir semua kegiatan Tudang
Sipulung yang dilakukan di desa
penelitian, adalah Tudang Sipulung
yang membahas tentang pertanian.
Tidak ada kegiatan Tudang Sipulung
yang membahas tentang masalah lain
misalnya masalah pendidikan,
masalah industri tenun sutera,

masalah perikanan/nelayan).

Seharusnya Tudang Sipulung
perlu diarahkan kepada semua
bidang, bukan hanya pada
masyarakat petani saja. Keadaan ini
diakui sebagai kekurangan

pemahaman terhadap Tudang
Sipulung. Hal ini dapat dimengerti
karena adanya pemahaman
masyarakat yang menganggap bahwa
Tudang Sipulung sejak nenek
moyang mereka adalah acara yang
hanya diperuntukkaan oleh
masyarakat petani saja, dan hanya
membicarakan masalah pertanian.
Tudang Sipulung juga tidak
dilakukan di dalam membicarakan
masalah perindustrian, padahal
masalah perindustrian terutama di
bidang industri sutera misalnya, justru
adalah merupakan masalah yang
sangat  penting, karena  Wajo
(Sengkang) identik dengan suteranya.
Tudang Sipulung harus dijadikan
sebagai forum pemberdayaan
partisipasi masyarakat, dalam
menyalurkan segala bentuk aspirasi
yang terkait dengan pemerintahan dan
pembangunan.
Tudang Sipulung dalam
kenyataannya hanya dilakukan pada
sebagian masyarakat saja, dan
khususnya pada bidang tertentu saja

yakni bidang pertanian. Kegiatan ini
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adalah merupakan warisan masa lalu
sejak masa kerajaan Wajo, hingga
masa kejayaan Orde Baru, dan
dilanjutkan pada masa reformasi.
Meskipun Tudang Sipulung dianggap
sebagai forum demokrasi paling
sederhana dan alami yang akan
membantu birokrasi pemerintahan di
dalam melakukan  pemerintahan
partisipatifnya ditingkat desa, akan
tetapi wadah demokrasi ini sangat
tidak populer dikalangan masyarakat
yang ada diluar pertanian.

Meskipun hanya di masyarakat
pertanian Tudang Sipulung sangat
populer, akan tetapi  penilaian
terhadap kegiatan ini dinilai sangat
baik. Penilaian ini beralasan
dikarenakan sangat efektif sebagai
wadah penyaluran aspirasi dan
pencerdasan serta pemberdayaan
masyarakat. Kepala desa dan kepala
dinas terkait dalam model ini memiliki
peran yang sangat penting sebagai
mediator, demikian juga guru-guru
sangat dibutuhkan sebagai mediator
bagi masyarakat yang tidak bisa
mengungkapkan isi hati dan aspirasi
mereka.

Matriks 1

analisis sederhana Tudang Sipulung

memperlihatkan

sebagai salah satu forum
demokratisasi di tingkat grassroots.

Matriks 1. Analisis Model ‘Tudang
Sipulung’ Sebagai Forum
Demokratisasi (di bidang pertanian)
di Kabupaten Wajo

No Analisis Uraian
1 |Latar belakang | Tidak ditemukan asal usul
konsep istilah, akan tetapi
diyakini oleh masyarakat
sebagai wadah

demokratisasi yang sejak
dahulu kala ada. Sering
disebut juga dalam istilah
manre sipulung (makan
bersama-sama), tudang
sipatangngareng (duduk

berembuk bersama-
sama).

2 | Nilai keutamaan Musyawarah mufakat,
kekeluargaan, gotong
royong, mencegah
konflik, menjaga
konsensus/keseimbangan
sosial

3 | Pokok masalah yang| Masalah yang terkait
diutamakan dengan pertanian saja.
Belum ada acara Tudang
Sipulung dalam rangka
membicarakan masaalah
lain, sehingga konsep ini
umumnya dikenali baik
oleh masyarakat petani.

4 | Pemeran utama Kelompok masyarakat

petani
5 [Pemeran Pemerintah (kepala desa,
pendamping, kepala  dusun), dan
motivator aparat dinas yang terkait.
6 | Penilaian Sangat bagus dan sangat
masyarakat secara| efektif sebagai wadah
umum penyaluran aspirasi dan
pemberdayaan

masyarakat, meskipun
tidak  populer dalam
membicarakan masalah
diluar pertanian, sehingga
perlu dipopulerkan pada
bidang lain.

7 | Penilaian Sangat sederhana
mekanisme forum

8 [Hasil yang | Meningkatkan
diinginkan penghasilan pertanian

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2006

Dari matriks 1, dapat dilihat
bahwa Tudung Sipulung merupakan
wadah penyaluran aspirasi ditingkat

lokal, khususnya pada masalah
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pertanian. Hal ini tentu saja dimaklumi
karena asal usul masyarakat Wajo
umumnya menyandarkan kehidupan-
nya pada pertanian, sehingga hanya
dapat dikenal dalam tradisi
masyarakat petani.

Artinya bahwa model tudang
sipulung adalah merupakan salah satu
warisan yang sangat berarti dalam
memaknai rembuk kata dalam
mengambil keputusan ditingkat local
meskipuin dalam konteks pertanian.
Hal ini dapat dimaknai sebagai
sebuah bentuk partisipasi masyarakat
ditingkat grassroots yang juga
menjadi prinsip utama pelaksanaan
Good Governence. Prinsip utama ini
justru ditemukan dalam bingkai nilai
lokal. Sayangnya pemerintah dan
birokrasi tidak menyadari betapa
pentingnya nilai lokal ini untuk
dijadikan sebagai instrument
memaknai Good Governance, tanpa
harus menyerap nilai luar yang justru
tidak dikenal/akrab oleh masyarakat-
nya.

Hal ini dibuktikan dengan
adanya model rembuk yang lain yakni
“Coffee Morning” yang pada waktu
tertentu dilakukan oleh pemerintah

dan birokrasi dalam rangka menyerap

aspirasi rakyat/masyarakat. Di lain
pihak istilah ini menjadi asing di
kalangan tokoh masyarakat terlebih di
kalangan masyarakatnya yang
terbiasa menggunakan bahasa lokal.
Padahal* Coffee Morning” adalah
merupakan isrtilah barat yang intinya
hampir sama atau bahkan setara
dengan duduk bersama atau tudang
sipulung.

Tudang Sipulung diakui oleh
berbagai pihak khususnya pemerintah
bersama birokrat tidak menjadi
instrument partisipatif di berbagai
bidang kecuali hanya bidang pertanian
saja. Kondisi ini dimaklumi sebagai
akibat budaya barat yang tengah
melanda masyarakat Indonesia. Hal
ini terasa aneh karena Perda No.11
tentang Pembangunan Partisipasi
mengisaratkan tudang sipulung
sebagai model dasar sebulum
Musrenbandes dilaksanakan.

Kejadian ini menjadi petunjuk
betapa nilai lokal dalam prakteknya
terabaikan di dalam memaknai
globalisasi. Padahal nilai partisipatif
yang menjadi prinsip keutamaan Good
Governance jauh sebelumnya telah
dimaknai masyarakat Wajo melalui

Tudang Sipulung atau Tudang
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Sipulung-Pulung, Manre Sipulung-
Pulung sebagai isitilah lokal yang
murni diciptakan oleh masyarakat
lokal itu sendiri.

Hasil penelitan membuktikan
bahwa ada nilai/tradisi yang lebih
melekat pada model Tudang Sipulung
ini membuat proses ini lebih berada
pada model akomodasi arbitase.
Artinya, bahwa proses Tudang
Sipulung adalah merupakan
mekanisme yang mengakomodasi
ketidakseimbangan kepentingan
berbagai pihak di bidang pertanian.

Nilai akomodasi ini,
sebagaimana teori yang lahir dari
perspektif teori sosiologi menurut
Soejono Soekamto (1999) adalah
merupakan proses dari individu untuk
menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap
lingkungannya. Atau dengan kata lain,
bahwa akomodasi adalah suatu teori
yang bertujuan untuk melahirkan
sintesa dari pertentangan kepentingan
atau faham, untuk memungkinkan
terjadinya kerjasama antara individu
ataupun kelompok.

Gambar: 1 berikut akan dapat
memberi ilustrasi sederhana terhadap
model dan pola hubungan akomodatif

arbitase:

Gambar 1 Model dan Pola

Hubungan Akomodatif Arbitase

P

Menyelesaikan
l:> <:I

Kelompok
Masyarakat Elit
- Guru
- LSM

Sumber: Analisis Data Primer, 2006

Dari model ini, ditemukan pula
bahwa akomodasi yang berlangsung
adalah bukan akomodasi paksaan
(coersy), melainkan akomodasi yang
terlihat dapat dimaknai sebagai model
akomodasi arbitase (akomodasi yang
lebih bersifat kompromise), mediation
(akomodasi lebih besifat menengahi,
menjembatani, dan memfasilitasi),
atau bahkan Dbersifat toleransion
(bentuk akomodasi tanpa persetujuan
yang formal).

Umumnya nilai-nilai akomodasi
tersebut, ada pada model Tudang
Sipulung di setiap desa sampel., dan
umumnya pula bahwa model Tudang
Sipulung yang membicarakan hal-hal
yang terkait dengan pertanian tidak
melahirkan pertentangan yang tidak
selesai, dan dilaporkan ke pengadilan.
Hampir seluruh nilai yang ada pada
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Tudang Sipulung lebih mengutamakan
kekerabatan yang sinergis.

Meskipun tidak semuanya petani
yang hadir dapat berpartisipasi dalam
mengemukakan pendapatnya, akan
tetapi jiwa demokratisasi tetap
tampak. Hal ini dikarenakan meng-
gunakan juru bicara sendiri yang
biasanya dari kalangan guru sekolah
yang ada di desa tersebut. Umumnya
guru sekolahlah yang menjadi
penyampai aspirasi mereka. Sehingga
terlihat bahwa, keterampilan dan
keberanian berbicara, umumnya
belum dimiliki oleh masyarakat tingkat
bawah, sehingga butuh orang lain
untuk mendampingi kegiatan Tudang
Sipulung. Padahal Tudang Sipulung
dapat dikategorikan sebagai model
forum partisipasi yang tidak menuntut
keterampilan berbicara, karena dapat
menggunakan Bahasa Bugis yang
dikuasai oleh masyarakatnya.
Sedangkan peranan kepala desa,
sebagai elite formal desa dalam
proses Tudang Sipulung umumnya
terlihat menjadi mediator. Sebagai
mediator, kepala desa lebih
membutuhkan kharisma dibanding
dengan aspek rasional lainnya, misal-

nya pendidikan yang tinggi.

Demikian pula peranan
penyuluh pertanian, juga menempati
posisi yang strategis dalam proses
Tudang Sipulung, baik sebagai
mediator maupun sebagai motivator.
Akan tetapi, peranan ini tidak melebihi
kedudukan strategis yang dimiliki oleh
kepala desa. Dalam konteks ini kepala
desa dapat memberikan pengaruh
yang besar terhadap proses Tudang
Sipulung. Jika Tudang Sipulung
menjadi  salah  satu instrument
perubahan sosial di desa, maka setiap
kepala desa memiliki posisi yang
sangat strategis sebagai pembaharu.

Persolannya adalah bahwa,
Tudang Sipulung tidak menjadi
instrument perubahan sosial pada
semua bidang, kecuali hanya pada
pertanian saja. Intinya adalah model
Tudang Sipulung tidak tersosialisasi
dengan baik oleh  pemerintah,
meskipun dianggap sebagai salah
satu model partisipasi masyarakat
yang relevan dengan tuntutan
pelaksanaan pemerintahan yang baik
padahal Tudang Sipulung secara
eksplisit ditemukan dalam Perda No.

11 tahun 2004 Tentang Pembangunan

Partisipatif.
Dalam konteks peranan
birokrasi pemerintahan secara
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langsung, hanya dapat ditemukan
dalam peranan penyuluh pertanian
lapangan  sebagai  perpanjangan
tangan dari Dinas Pertanian yang
telah disebarkan ke desa. Sedangkan
kepala desa sebagai pejabat politik
yang dipilih langsung oleh rakyatnya,
sesungguhnya juga dapat dilihat
sebagai  birokrasi secara tidak
langsung, melalui perpanjangan
tangan camat sebagai kepala wilayah
kecamatan.

Dengan demikian, dapat dilihat
bahwa pola hubungan birokrasi
dengan masyarakat dalam model
Tudang Sipulung di desa adalah
dalam bentuk mediator, motivator dan

bahkan fasilitator.

PENUTUP

Model Tudang Sipulung memiliki
relevansi signifikan dengan tuntutan
paradigma Good Governance, yang
mengisyaratkan keikutsertaan
masyarakat dalam setiap pengambilan
keputusan, tanpa ada unsur mobilisasi
dan paksaan. Model ini juga memiliki
relevansi dengan tuntutan
demokratisasi, dimana mengisyarat-
kan adanya keterlibatan masyarakat
dalam semua tingkat pengambilan

keputusan. Sayangnya model ini

hanya dikenal dalam masyarakat
pertanian saja, padahal model ini
dapat menjadi model dasar dari
semua proses pengambilan
keputusan dalam semua bidang.
Dengan demikian pemerintah
daerah bersama birokrasi hendaknya
melakukan terobosan cerdas untuk
memaknai  kembali pelaksanaan
pemerintahan  melalui  paradigma
Good Governance dalam bingkai nilai-
nilai lokal, agar pembangunan yang
ada di daerah tidak terbongkar dari

hakekat kediriannya.
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